ABSTRAK

Sengketa antara konsumen dan pelaku usaha tentu saja hal yang tidak dapat
dihindarkan, apalagi pada saat pandemi Covid-19 yang hampir melumpuhkan
perekonomian dunia. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa
yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut
‘BPSK’), salah satunya melalui BPSK Provinsi DKI Jakarta. Pada saat pandemi
Covid-19 banyak aduan yang diajukan ke BPSK DKI Jakarta terkait permasalahan
konsumen yang terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat konsumen yang
terdampak tersebut belum dapat melakukan kewajibannya kepada pelaku usaha.
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis penerapan mediasi pada saat
pandemi Covid-19 terhadap penundaan pembayaran hutang berdasarkan penetapan
nomor 050/PNTP/BPSK-DKI/IV/2021, serta mengetahui perbedaan penerapan
mediasi sebelum dan masa pandemi Covid-19 di BPSK DKI Jakarta. Metode
penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan
undang-undang dan kasus serta menggunakan bahan hukum primer berupa
Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan terkait. Hasil penelitian
memperlihatkan bahwa penerapan mediasi pada saat pandemi Covid-19 di BPSK
DKI Jakarta terhadap penundaan pembayaran hutang merupakan salah satu solusi
tepat yang dapat ditempuh untuk penyelesaian sengketa ditengah kondisi yang sulit
seperti halnya pandemi Covid-19, karena terdapat kemudahan dari mediasi yang
dilakukan di BPSK DKI Jakarta. Salah satu sengketa yang berhasil diselesaikan
melalui mediasi dengan akhir penetapan mediasi sepakat yang dikeluarkan oleh
BPSK DKI Jakarta adalah Penetapan BPSK Nomor 050/PNTP/BPSK-
DKI/IV/2021. Sedangkan terkait perbedaan penerapan mediasi sebelum Pandemi
Covid-19 dan masa Pandemi Covid-19 di BPSK DKI Jakarta adalah terjadi
beberapa perbedaan terkait dengan penerapan mediasi yang dilakukan di BPSK
DKI Jakarta.
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ABSTRACT

Disputes between consumers and business actors are, of course, unavoidable,
especially during the Covid-19 pandemic which almost paralyzed the world
economy. Mediation is one of the dispute resolution processes carried out by the
Consumer Dispute Settlement Agency (hereinafter referred to as 'BPSK'), one of
which is through BPSK DKI Jakarta Province. During the Covid-19 pandemic,
many complaints were submitted to the DKI Jakarta BPSK regarding consumer
problems affected by the Covid-19 pandemic and resulted in the affected consumers
not being able to carry out their obligations to business actors. The purpose of this
paper is to analyze the application of mediation during the Covid-19 pandemic to
delaying debt payments based on the determination of number 050/PNTP/BPSK-
DKI/IV/2021, and to find out the differences in the application of mediation before
and during the Covid-19 pandemic at BPSK DKI Jakarta. This research method
uses a normative juridical approach with a law and case approach and uses
primary legal materials in the form of the Consumer Protection Act and related
regulations. The results of the study show that the application of mediation during
the Covid-19 pandemic at BPSK DKI Jakarta for delaying debt payments is one of
the right solutions that can be taken for dispute resolution in the midst of difficult
conditions such as the Covid-19 pandemic, because there is convenience from
mediation carried out in BPSK DKI Jakarta. One of the disputes that was
successfully resolved through mediation with the final determination of an agreed
mediation issued by BPSK DKI Jakarta was BPSK Determination Number
050/PNTP/BPSK-DKI/IV/2021. Meanwhile, regarding the difference in the
application of mediation before the Covid-19 Pandemic and after the Covid-19
Pandemic at BPSK DKI Jakarta, there were several changes related to the
application of mediation carried out at BPSK DKI Jakarta.
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